
 

 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Maros Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN. Mrs. dapat disimpulkan bahwa 

konsumen telah kehilangan haknya yang diatur dalam Pasal 4 huruf b dan c 

UUPK, sedangkan pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya yang diatur 

dalam Pasal 7 huruf a dan b UUPK dan telah melakukan perbuatan yang dilarang 

yang diatur dalam Pasal 10 huruf a UUPK. Konsumen dalam penelitian ini telah 

mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang konsumen 

dapatkan dengan adanya penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku usaha selama 9 

bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- atas pelanggaran yang 

diperbuatnya yaitu melakukan penimbunan masker medis disaat terjadi pandemi 

wabah Covid-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Jo. Pasal 29 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

Pada perkara ini, majelis hakim dalam putusannya menerapkan asas lex specialis 

derogat legi generali, dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai undang-undang khusus meniadakan 

undang-undang umum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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B. Saran 

 Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus lebih 

memperhatikan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan aturan perbuatan 

yang dilarang dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di 

samping itu, masyarakat selaku konsumen harus lebih memperhatikan dan kritis 

terhadap apa yang menjadi hak-haknya serta lebih berani membantu pemerintah 

dengan melakukan pengawasan dan pelaporan jika terdapat kegiatan bisnis/usaha 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 


